5.1

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
5.1.1.

Indonesia sebagai negara hukum mengatur subjek hukum untuk
melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan melalui hukum, hal
ini berarti hukum adalah pedoman perilaku bagi subjek hukum.
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat sebagai subjek
hukum memerlukan hukum dalam mengemban hak dan kewajiban,
oleh sebab itu hukum harus terintegrasi dengan baik. Pluralisme
peraturan menjadi salah satu faktor terjadinya tumpang tindih antar
peraturan, yaitu suatu keadaan dimana peraturan-peraturan yang
mengatur suatu hal yang sama tidak saling mendukung atau
bertentangan. Pertentangan antar peraturan ini dapat mengakibatkan
terjadinya ketidakpastian hukum, sedangkan untuk dapat mewujudkan
perlindungan terhadap hak atas pendidikan diperlukan hukum yang
pasti. Sehingga peraturan-peraturan yang mengatur suatu hal yang
sama harus selaras dan serasi atau harmonis, hal ini dapat diwujudkan
melalui proses harmonisasi hukum. Harmonisasi hukum nasional
diperlukan dalam rangka mengintegrasikan berbagai peraturan yang
mengatur suatu hal yang sama demi terciptanya kepastian hukum,
sehingga harmonisasi hukum ini menjadi penting dalam upaya
melaksanakan perlindungan terhadap hak atas pendidikan.

Dalam kaitannya dengan pengaturan mengenai pendanaan wajib
belajar, teori harmonisasi hukum menjadi relevan. Undang-Undang,
Peraturan  Pemerintah, dan Peraturan Menteri  menunjukan
ketidakselarasan dan ketidakserasian mengenai siapa subjek hukum
yang dibebani tanggung jawab pendanaan wajib belajar tersebut.
Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa

pendanaan wajib belajar yang merupakan tanggung jawab Pemerintah
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dan Pemerintah Daerah ditujukan bagi peserta didik yang orang
tua/walinya tidak mampu untuk membiayai pendidikan, sedangkan
bagi peserta didik yang orang tua/walinya mampu ikut
bertanggungjawab dalam pendanaan wajib belajar. Sedangkan dalam
Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan
Pendidikan dan Permendikbud No. 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan
dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar tidak
disebutkan secara jelas masyarakat dari golongan yang mampu saja
yang dibebani pertanggungjawaban atas pendanaan wajib belajar,
sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat dari golongan yang tidak
mampu juga dibebani pertanggungjawaban atas pendanaan wajib
belajar.Ketidakselarasan dan ketidakserasian pengaturan pendanaan
wajib belajar ini menghambat terwujudnya perlindungan terhadap hak
atas pendidikan yang seharusnya diterima oleh setiap warga negara
Indonesia, oleh sebab itu harmonisasi hukum menjadi penting untuk

dilaksanakan.

5.1.2.

Landasan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
secara tegas menyatakan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara
kesejahteraan. Indonesia sebagai negara kesejahteraan tentunya harus
menyelenggarakan pelayanan sosial dasar yang salah satunya adalah
pendidikan, sehingga cita-cita negara kesejahteraan yang adalah
kesejahteraan sosial dapat dicapai. Negara memang bukan satu-
satunya lembaga yang dapat menyelenggarakan pelayanan sosial
kepada warga negaranya, namun Negara sebagai lembaga yang
memiliki legitimasi publik yang dipilih dan dibiayai oleh rakyat
memiliki kewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghargai
hak-hak dasar warga negara. Salah satu hak dasar warga negara adalah
hak atas pendidikan, oleh sebab itu penyelenggaraan pendidikan

merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah
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sebagai lembaga Negara. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai
pejabat publik memiliki tugas yaitu pekerjaan yang menjadi tanggung
jawab yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Selain
memberikan tugas, peraturan perundang-undangan juga memberikan
wewenang Yaitu kekuasaan untuk bertindak, membuat keputusan, dan
memerintah kepada Pemerintah Daerah. Namun dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan
pemerintahan berdasarkan asas legalitas, asas perlindungan terhadap
Hak Asasi Manusia, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2017 jelas
tidak menerapkan asas-asas sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang No. 30 Tahun 2014 mengenai asas legalitas, asas
perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, dan asas-asas umum
pemerintahan yang baik. Mengenai asas legalitas, Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2017 tidak melaksanakan tugas
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003.
Undang-Undang memberikan tugas kepada Pemerintah Daerah untuk
menyelenggarakan pendidikan dasar bagi warga negara usia 7 (tujuh)
sampai 15 (lima belas tahun), dan memberikan wewenang dalam hal
penyelenggaraannya. Namun Pemerintah Daerah tidak
melaksanakannya, hal ini dapat dilihat dari Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat yang hanya mengatur mengenai penyelenggaraan
pendidikan menengah atas atau sederajat saja. Hal ini juga berarti
Pemerintah Daerah tidak melaksanakan asas-asas umum pemerintahan
yang baik, khususnya asas kepastian hukum. Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2017 secara jelas tidak selaras dan
tidak serasi dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mengenai
tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan

pendidikan.  Selain  mengenai  penyelenggaraan  pendidikan,
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5.2.

ketidakselarasan dan ketidakserasian juga terjadi dalam hal siapa
subjek hukum vyang dibebani tanggung jawab atas pendanaan
pendidikan. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dikatakan
bahwa masyarakat dari golongan tidak mampu tidak dibebankan
tanggung jawab atas pendanaan pendidikan, sedangkan dalam
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2017 tidak secara
jelas disebutkan masyarakat dari golongan mana yang dibebankan
tanggung jawab atas pendanaan pendidikan. Sehingga dapat dikatakan
bahwa dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2017
tidak hanya membebankan tanggung jawab pendanaan pendidikan
kepada masyarakat dari golongan yang mampu saja, melainkan juga

kepada masyarakat dari golongan yang tidak mampu.

Saran

5.2.1.

Diharapkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya melakukan harmonisasi hukum nasional
khususnya pada tahap perencanaan atau perancangan suatu peraturan
guna menghindari ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan,
agar hak atas pendidikan mendapatkan perlindungan melalui hukum

yang pasti.

5.2.2.

Diharapkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah memperbaiki
peraturan-peraturan yang tidak harmonis sebagai upaya menciptakan
kepastian hukum, agar hukum dapat memberikan perlindungan

terhadap hak atas pendidikan.
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